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Abstract

Disputes containing both civil law and administrative law elements often generate a
dualism of judicial jurisdiction due to the lack of clear boundaries between the general
courts and the Administrative Court (PTUN), a situation exacerbated by normative
inconsistencies, ovetlapping regulations, and divergent judicial interpretations, so that
a single object of dispute may be examined under two legal regimes simultaneously
and thereby create legal uncertainty. This study aimed to analyze the points of
intersection between civil procedural law and PTUN procedural law, identify
obstacles arising in mixed-element disputes, and formulate theoretical solutions for
harmonizing jurisdiction. The research employed a normative juridical method with
statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary, secondary,
and tertiary legal sources. The findings show that jurisdictional dualism primarily
occurs in disputes over government contracts, procurement of goods and services,
and revocation of business licenses, which simultaneously contain private and
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administrative aspects, while the lack of synchronization in evidentiary mechanisms
and the differing orientations of dispute resolution between the general courts and
PTUN reinforce the potential for dual forums. The study concludes that
harmonization is required through the strengthening of rules on subject-matter
jurisdiction, the application of limited forum prorogatum, the establishment of an
integrated court model, and the consistent development of jurisprudence. The
implications of this research affirm that the alignment of procedural laws is a crucial
prerequisite for ensuring legal certainty, enhancing the efficiency of dispute resolution,
and strengthening public trust in the judicial system.

Keywords: Jurisdictional Dualism; Civil Procedure Law; Administrative Court
Procedure (PTUN); Jurisdictional Harmonization; Legal Certainty

Abstrak: Sengketa yang memuat unsur perdata dan unsur tata usaha negara sering menimbulkan
dualisme kewenangan peradilan akibat tidak tegasnya batas yurisdiksi antara peradilan umum dan
PTUN, yang diperparah oleh ketidaksinkronan norma, tumpang tindih regulasi, serta perbedaan
penafsiran hakim sehingga satu objek sengketa dapat diperiksa melalui dua rezim hukum sekaligus
dan memunculkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis titik singgung
kewenangan antara hukum acara perdata dan hukum acara PTUN, mengidentifikasi hambatan yang
muncul dalam sengketa berunsur ganda, serta merumuskan solusi teoretis harmonisasi kewenangan.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dualisme kewenangan terutama terjadi dalam sengketa kontrak pemerintah,
pengadaan barang dan jasa, serta pencabutan izin usaha yang secara simultan memuat aspek privat
dan administratif, sementara ketidaksinkronan mekanisme pembuktian dan perbedaan orientasi
penyelesaian antara peradilan umum dan PTUN memperkuat potensi forum ganda. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa harmonisasi diperlukan melalui penguatan pengaturan kewenangan absolut,
penerapan forum prorogatum terbatas, pembentukan model peradilan terpadu, serta konsistensi
yurisprudensi. Implikasi penelitian menegaskan bahwa penyelarasan hukum acara menjadi prasyarat
penting untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, serta
memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Dualisme Kewenangan; Hukum Acara Perdata; Hukum Acara PTUN; Harmonisasi
Kewenangan; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Pemilahan kewenangan antara peradilan umum dalam perkara perdata dan Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum
bagi para pencari keadilan. Secara teoritis, kedua lingkungan peradilan tersebut memiliki
bidang sengketa yang berbeda schingga tidak saling mengganggu. Peradilan umum
menangani sengketa hak privat, sedangkan PTUN berwenang memeriksa sengketa

administratif yang timbul dari keputusan pejabat tata usaha negara. Pembagian kewenangan
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ini menjadi isu penting karena diharapkan mampu menciptakan proses penyelesaian sengketa
] p g p p p p peny g

yang tertib, terarah, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Namun, tanggapan peneliti terhadap kondisi empirik menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Realitas di lapangan memperlihatkan banyak
sengketa yang memuat unsur perdata sekaligus unsur tata usaha negara, sehingga batas
yurisdiksi menjadi kabur. Sengketa perizinan usaha, pemutusan kontrak pengadaan barang
dan jasa pemerintah, atau pembatalan izin oleh pejabat pemerintah sering memicu
perdebatan mengenai forum yang tepat untuk menyelesaikannya. Situasi ini menciptakan
dualisme kewenangan yang tidak jarang membuat para pihak kebingungan menentukan jalur

hukum sejak awal.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaktegasan batas yurisdiksi
berdampak pada tumpang tindih penyelesaian sengketa. Zahra (2025) mencatat bahwa objek
sengketa bahkan dapat diperiksa secara paralel oleh dua peradilan dan menghasilkan putusan
berbeda. Demikian pula, Nunuk (2024) menegaskan bahwa sengketa kontrak proyek
pemerintah sering berubah dari hubungan perdata menjadi sengketa administratif setelah
adanya keputusan pejabat. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam
mengidentifikasi secara sistematis titik singgung kedua yurisdiksi serta faktor yang

menyebabkan disharmoni hukum acara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual yang menautkan
harmonisasi hukum acara perdata dan PTUN sebagai dasar teoretis dalam mencegah
tumpang tindih kewenangan. Kajian dilakukan dengan menggunakan perspektif sistem
hukum terpadu yang menempatkan kepastian hukum dan konsistensi putusan sebagai
parameter utama. Pendekatan ini tidak hanya memetakan persoalan, tetapi juga membangun
kerangka ide untuk menyelaraskan dua sistem peradilan agar lebih kompatibel dalam

menangani sengketa yang memiliki unsur ganda.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga
pertanyaan: bagaimana titik singgung antara hukum acara perdata dan PTUN dalam sengketa
dualisme; hambatan apa saja yang muncul dalam penyelesaian sengketa yang mengandung
unsur ganda; serta solusi teoretis apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkan harmonisasi
di antara keduanya. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun

analisis komprehensif, dan menawarkan strategi harmonisasi hukum acara yang aplikatif
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sehingga dapat menjadi acuan bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat

pencari keadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang
memfokuskan kajiannya pada norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang
berkembang dalam literatur dan praktik peradilan. Jenis penelitian tersebut dipilih karena
tujuan penelitian adalah menganalisis titik singgung kewenangan antara hukum acara perdata
dan hukum acara PTUN dalam sengketa dualisme, serta merumuskan dasar harmonisasi

kedua rezim hukum.

Dari segi desain, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yakni stazute
approach untuk menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan
peradilan dan hukum acara; conceptual approach untuk menggali asas, teori, dan prinsip hukum
yang relevan terhadap isu dualisme kewenangan; serta case approach untuk menelaah putusan
pengadilan yang menunjukkan pola penyelesaian sengketa yang mengandung unsur perdata
dan unsur tata usaha negara. Ketiga pendekatan ini digunakan secara simultan untuk

membangun analisis yang komprehensif dan sistematis.

Dalam penelitian normatif, partisipan digantikan oleh sumber data hukum. Sumber
data primer meliputi undang-undang, aturan peradilan, serta putusan pengadilan yang
berkaitan langsung dengan pembagian kewenangan antara peradilan umum dan PTUN.
Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat ahli yang
relevan. Sumber data tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, seperti
kamus hukum dan ensiklopedia. Pemilihan data dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan

relevansi langsung dengan isu dualisme kewenangan.

Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu
penelusuran bahan hukum yang dikumpulkan dari basis peraturan, putusan pengadilan, dan
literatur akademik. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-
analitis. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi norma hukum, menafsirkan
peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan putusan pengadilan, kemudian
mengaitkannya dengan teori hukum untuk menemukan pola, konflik norma, dan

kemungkinan harmonisasi hukum acara.
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Penelitian ini dilakukan sepanjang periode Januari hingga April 2025, dengan rentang
waktu empat bulan untuk pengumpulan data, pengkajian literatur, analisis putusan, dan
penyusunan hasil penelitian. Jangka waktu tersebut memberikan ruang yang memadai untuk
memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara mendalam dan

terverifikasi.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara perdata dan hukum acara PTUN
memiliki karakteristik yang berbeda secara struktural maupun fungsional. Hukum acara
perdata berorientasi pada penyelesaian sengketa hak privat dengan menerapkan asas awds et
alteram partem serta menggunakan kompetensi absolut dan relatif sebagai dasar kewenangan.
Sebaliknya, hukum acara PTUN berorientasi pada pengujian legalitas tindakan administratif
melalui objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Perbedaan orientasi dan

objek sengketa ini menjadi dasar lahirnya pemisahan yurisdiksi antara kedua sistem peradilan.

Dampak dualisme kewenangan terlihat nyata dalam praktik, yaitu munculnya
ketidakefisienan proses litigasi, meningkatnya biaya, ketidakpastian hukum, serta potensi
lahirnya putusan yang saling bertentangan antar lembaga peradilan. Pada tingkat yang lebih
luas, kondisi ini berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan bahkan berdampak pada iklim
investasi karena pelaku usaha menilai adanya ketidakpastian forum penyelesaian sengketa.
Oleh karena itu, berbagai solusi teoretis mulai diusulkan, seperti penerapan forum prorogatum
bagi sengketa tertentu, pembentukan peradilan terpadu untuk sengketa berunsur ganda,
penguatan regulasi kewenangan absolut melalui legislasi, dan penggunaan yurisprudensi
sebagai alat harmonisasi kewenangan antar peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa
nonlitigasi seperti mediasi administratif dan arbitrase pemerintah juga direkomendasikan

untuk mengurangi beban dualisme pada tingkat litigasi.

Perbedaan pokok antara hukum acara perdata dan PTUN dapat dilihat dalam tabel berikut

sebagai bentuk visualisasi data penelitian.
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Tabel 1. Perbedaan Pokok Hukum Acara Perdata dan PTUN

Aspek Perdata PTUN

Hak privat, kontrak,

Objek Sengketa .
wanprestasi

KTUN konkret, individual, final

Lebih berat pada penggugat karena asas

Beban Pembuktian Seimbang antar pihak braduga rechimatig

Orientasi Pemenuhan prestasi .. L .
Penyelesaian  kontraktual Pengujian legalitas tindakan pejabat
Sumber Konflik Kontrak pemerintah, sengketa Keputusan administratif yang memengaruhi

privat kontrak

Selanjutnya, visualisasi mengenai titik singgung kedua yurisdiksi menunjukkan bahwa
hubungan hukum privat dapat berubah menjadi tindakan administratif. Hal ini tampak ketika
kontrak pengadaan diakhiri melalui surat keputusan pejabat, pencabutan izin usaha
memengaruhi hubungan kontraktual para pihak, atau ketika sengketa pembayaran prestasi
bergantung pada keberlakuan KTUN tertentu. Visualisasi ini menggambarkan adanya irisan

normatif yang tidak dapat dihindari antara ranah keperdataan dan ranah tata usaha negara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan antara peradilan perdata
dan PTUN merupakan persoalan struktural yang bersumber dari ketidaksinkronan asas
hukum dalam kedua rezim peradilan. Ketidaksesuaian antara asas hukum perdata dan asas
hukum administrasi menyebabkan satu objek sengketa dapat diproses dalam dua jalur hukum
sekaligus, terutama ketika perkara tersebut memuat unsur privat dan unsur publik secara
bersamaan. Kondisi ini mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa pemisahan lembaga
peradilan tidak diikuti oleh harmonisasi hukum acara yang memadai untuk memastikan

konsistensi yurisdiksi (Anggita, 2025).

Temuan penelitian juga mengungkap adanya dualisme kewenangan ketika sengketa
mengandung unsur keperdataan dan unsur administratif secara bersamaan, seperti pada
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencabutan izin usaha. Dalam situasi
demikian, hubungan hukum privat antara para pihak dapat berubah menjadi tindakan
administratif yang memengaruhi posisi hukum salah satu pihak (Amiroch, 2024

Tampubolon, 2021). Berbagai literatur menegaskan bahwa ketidakharmonisan batas
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kewenangan inilah yang menjadi penyebab utama tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan

umum dan PTUN (Ernawati, 2022; Anggita, 2025).

Jika dibandingkan dengan literatur yang ada, temuan penelitian ini sejalan dengan
hasil kajian Zahra (2025) yang menjelaskan bahwa ketidakjelasan batas yurisdiksi
menyebabkan satu objek sengketa diperiksa secara paralel oleh dua peradilan yang berbeda.
Hal serupa juga ditemukan oleh Nunuk (2024) yang menjelaskan bahwa sengketa kontrak
pemerintah sering berkembang menjadi sengketa administratif setelah pejabat menerbitkan
KTUN yang menjadi dasar pelaksanaan atau penghentian kontrak. Bekti (2023) serta
Wiraguna (2024) bahkan menegaskan bahwa kondisi ini membutuhkan solusi jangka panjang
berupa reformasi struktur peradilan melalui integrasi mekanisme penyelesaian sengketa

berunsur ganda agar tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan.

Penelitian juga menemukan adanya data negatif atau anomali berupa putusan
pengadilan yang saling bertentangan. Dalam sejumlah kasus, Pengadilan Negeri menyatakan
kontrak pemerintah sah dan mengikat, sementara PTUN pada saat yang sama membatalkan
KTUN yang menjadi dasar pelaksanaan kontrak karena dianggap bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (Ernawati, 2022; Elza, 2025). Anomali ini memperkuat
kesimpulan bahwa ketiadaan pedoman harmonisasi kewenangan telah menimbulkan
disparitas putusan antar lembaga peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para

pihak.

Implikasi dari temuan ini memiliki dua dimensi, yaitu teoretis dan praktis. Secara
teoretis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelarasan asas kompetensi absolut dan
doktrin titik singgung kewenangan antara peradilan umum dan PTUN menjadi kebutuhan
mendesak agar konflik yurisdiksi dapat diminimalisir. Sementara itu, dari perspektif praktis,
penelitian ini memberikan dasar bagi perumusan pedoman litigasi yang lebih tegas sehingga
advokat dan pencari keadilan tidak salah memilih forum dalam mengajukan gugatan. Temuan
ini juga penting bagi pembentuk kebijakan karena dapat dijadikan rujukan dalam menyusun
revisi undang-undang kewenangan peradilan, sekaligus memperkuat peran yurisprudensi

Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan tingkat pertama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis
normatif sehingga belum mengakomodasi data empiris terkait implementasi sengketa di
lapangan. Selain itu, beberapa putusan pengadilan yang relevan belum sepenuhnya tersedia

sehingga variasi yurisprudensi mungkin belum terwakili secara komprehensif. Penelitian ini
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juga tidak menilai persepsi hakim, advokat, atau praktisi peradilan lainnya, sehingga sudut

pandang empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa berunsur ganda masih terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa yang mengandung unsur perdata dan
unsur tata usaha negara berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan karena adanya titik
singgung antara hubungan hukum privat dan tindakan administratif yang dilakukan pejabat
pemerintah. Perbedaan struktur hukum acara, mekanisme pembuktian, serta batas
kompetensi absolut antara peradilan umum dan PTUN yang belum diatur secara tegas
memunculkan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa. Kondisi ini diperparah oleh
tumpang tindih norma, ketidakharmonisan regulasi, serta perbedaan penafsiran hakim yang
menyebabkan proses litigasi menjadi panjang dan menghasilkan ketidakpastian hukum bagi

para pihak.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum acara di Indonesia dengan
menegaskan bahwa dualisme kewenangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan
masalah struktural yang menuntut reformasi sistemik dalam tata kelola peradilan. Penelitian
ini juga memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya harmonisasi kewenangan
peradilan, sekaligus menyajikan pemetaan komprehensif mengenai faktor penyebab dan
dampak dualisme sengketa dalam sistem hukum nasional. Secara praktis dan kebijakan,
temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi
peradilan dalam merumuskan dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa

berunsur ganda yang lebih konsisten, efektif, dan berkeadilan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang masih berfokus pada analisis normatif dan
belum sepenuhnya menjangkau praksis di lapangan, penelitian selanjutnya disarankan untuk
melakukan kajian empiris yang menggali perspektif hakim, advokat, dan para pencari keadilan
mengenai praktik penyelesaian sengketa dualisme kewenangan. Penelitian lanjutan juga dapat
diarahkan pada pengembangan model peradilan terpadu yang lebih operasional, evaluasi
efektivitas forum prorogatum, serta analisis komparatif dengan negara lain yang menerapkan
pemisahan yurisdiksi serupa. Kajian-kajian tersebut diharapkan mampu memberikan
gambaran yang lebih utuh dan mendukung perumusan kebijakan hukum acara yang lebih

harmonis, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sengketa berunsur ganda.
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